
BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Perlindungan Terhadap Anak 

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat 

langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik 

atau  psikis.
31

 Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang 

wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk 

memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.
32

 Sedangkan pengertian 

perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan 

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”.
33

 

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha 

melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-

hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan 

perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin 

terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas 

pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, 
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di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam 

pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.
34

 

Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi 

sebagai akibatdari proses kematangan dan pengalaman. Seperti yang dikatakan 

oleh Van den Daele (Hurlock, 1980: 2) bahwa perkembangan berarti perubahan 

secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan 

ukuran pada tinggi dan berat badan seseorang atau kemampuan seseorang, 

melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. 

Proses perkembangan pada diri individu yang sedang mengalami proses 

pendidikan perlu dipahami oleh para pendidik. Apakah peserta didik mengalami 

perkembangan atau sebaliknya.
35

 

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan 

anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu: 

1. Luas lingkup perlindungan : 

a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, 

pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum. 

b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah. 

c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang 

berakibat pada prioritas pemenuhannya. 

2. Jaminan pelaksanaan perlindungan : 
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a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan 

terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, 

dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan. 

b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik 

dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang 

perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta 

disebarluaskan secara merata dalam masyarakat. 

c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia 

tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara 

lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).
36

 

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan 

kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi 

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. 

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu 

masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai 

bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak 

membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun 

hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan 

anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi 

kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang 

membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan 

anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat 
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yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan 

anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kretivitas, dan hal-hal lain yang 

menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berprilaku tak terkendali, 

sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-

haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.
37

 

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta 

pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan 

dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara 

keseluruhan. Perlindungan anak dapat di lakukan secara langsung maupun secara 

tidak langsung. secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan 

kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. kegiatan seperti ini 

dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari 

luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai 

cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak 

secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi 

orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha 

perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam 

usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari 

dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak 

dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, 

mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang 
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menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang 

terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.
38

 

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan 

dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. 

Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan 

kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, 

atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan 

pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan 

pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan 

pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan 

tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui 

kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, 

dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan 

dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
39

 

 Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak 

dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. 

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan 

komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan 
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kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas 

sebagai berikut: 

a. Non diskriminatif, 

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, 

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, 

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
40

 

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk 

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya 

anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
41

 

B. Teori PendidikanTerhadap Anak 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif 

dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
42

 

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia 

untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan 
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kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau paedagogie berarti 

bimbingan atau pertolongan yang di berikan dengan sengaja oleh orang dewasa 

agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang 

dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau 

mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.
43

 

Menurut Langeveld Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, 

perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada 

pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap 

melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa 

(atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup 

sehari-hari, dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa. 

Menurut John Dewey pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-

kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama 

manusia.
44

 

Sedangkan menurut Ahmad D. Marimba pendidikan adalah bimbingan 

atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Unsur-unsur 

yang terdapat dalam pendidikan dalam hal ini adalah : 

a. Usaha (kegiatan), usaha itu bersifat bimbingan (pimpinan atau 

pertolongan) dan dilakukan secara sadar. 

b. Ada pendidik, atau pembimbing atau penolong. 

c. Ada yang di didik atau si terdidik. 
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d. Bimbingan itu mempunyai dasar dan tujuan.
45

 

Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah 

jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu 

upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, 

nonformal, dan informal.
46

 

Sistem peradilan pidana anak mengenai pendidikan dan pelatihan adalah  

pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak 

hukum dan pihak terkait secara terpadu. Pendidikan dan pelatihan di lakukan 

paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan 

dan pelatihan diatur dengan Peraturan Presiden.
47

 

Di dalam konteks pembangunan manusia seutuhnya, keluarga, sekolah dan 

masyarakat akan menjadi pusat-pusat kegiatan pendidikan yang akan 

menumbuhkan dan mengembangkan anak sebagai makhluk individu, sosial, 

susila, dan religius. Dengan memperhatikan bahwa anak adalah individu yang 

berkembang, ia membutuhkan pertolongan dari orang lain yang telah dewasa, 

                                                             
45

Ibid. 
46

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar 

Anak, op. cit., Pasal 1. 
47

 Pasal 92 Ayat (1-3), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. 



 33 

anak harus dapat berkembang secara bebas, tetapi terarah. Pendidikan harus dapat 

memberikan motivasi dalam mengaktifkan anak.
48

 

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-

anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-

anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (character). 

Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukan 

kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Dalam konteks ini 

sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga 

bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi 

antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi 

yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang 

negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delikuen. Hal ini 

disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak 

baik.
49

 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis 

melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan dalam rangka 

membantu para siswa agar mampu mengembangkan potensinya secara optimal, 

baik yang menyangkut aspek moral-spiritual, intelektual, emosional, sosial, 

maupun fisik motoriknya. Hurlock mengemukakan bahwa sekolah merupakan 

faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak, baik dalam cara berfikir, 
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bersikap, maupun berperilaku. Sekolah berperan sebagai substitusi keluarga, dan 

guru sebagai substitusi orang tua.
50

 

Anak-anak berhak mendapat pendidikan, mereka harus mendapat 

pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan memungkinkan 

mereka atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, 

pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga 

mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-

kepentingan anak haruslah di jadikan dasar pedoman oleh mereka yang 

bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, 

pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orangtua mereka. Anak-anak 

harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang 

harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa yang 

berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
51

 

C. Teori Anak 

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam 

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, 

anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa 

di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di 

seluruh dunia. Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak 

membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum 

baik sebelum maupun sesudah lahir. Di samping itu, patut diakui bahwa keluarga 
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merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Dan 

bahwa untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi 

membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan 

pengertian. Anak berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan 

pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
52

 Sedangkan menurut Undang-Undang 

Republik Indonesi Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

dalam Pasal 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa, anak yang berkonflik dengan 

hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana. 

  Menurut Mohammad Taufik Makarao, anak adalah seorang lelaki atau 

perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga 

merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang 

tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah 

dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang 

dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut 

dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah 

dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental 

seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah 
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termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan 

umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.
53

 

 Anak adalah kedudukan sebagai generasi muda yang akan meneruskan 

cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan 

sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan 

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, 

jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh 

lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul 

pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang 

pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan 

generasi terdahulu.
54

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
55

 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anak adalah generasi kedua atau 

keturunan pertama. Dapat disimpulkan bahwa keturunan yang kedua yang berarti 

dari seorang pria dan wanita yang melahirkan keturunannya, kemudian 

berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian 

wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya, dan itulah yang 

disebut anak.
56

 Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan 

generasi penerus yang harus selalu kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, 
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martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi 

anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-

Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak 

Anak.
57

 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun 2000 

Tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And 

Immediate Action For The Elimnation Of The Worst Forms Of Cild Labour 

(Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan 

Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) terdapat dalam Pasal 2 

mengatakan bahwa, Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak 

asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh 

merampas hak tersebut. Salah satu bentuk hak asasi anak adalah jaminan untuk 

mendapat perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. 

Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan 

tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945. 

D. Teori Hak Dasar Anak 

Hak dasar anak adalah hak mendasar yang seharusnya diterima anak agar 

anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara berkualitas sesuai dengan 
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harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, 

diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya.
58

 

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam 

Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan 

yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-

hak anak, yaitu: 

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang 

terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus di 

jamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis 

kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, 

kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun 

pada keluarganya. 

2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh 

kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya 

mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, 

dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan 

kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, 

kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama. 

3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan. 
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4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh 

kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah 

kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan 

ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan 

pelayanan kesehatan. 

5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat 

keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan 

khusus. 

6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia 

memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus 

dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orangtuanya sendiri, dan 

bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang 

penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima 

tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah 

yang berwewenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada 

anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. 

Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan 

pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar. 

7. Anak berhak mendapatkan pendidikan dasar, yang dilanjutkan pendidikan 

menengah, umum, kejuruan, pendidikan tinggi sesuai sarana dan 

kemampuan. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk 

bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, 



 40 

masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan 

pelaksanaan hak ini. 

8. Dalam keadaan apapun anak harus di dahulukan dalam menerima 

perlindungan dan pertolongan. 

9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, 

penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak 

boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam 

pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun 

yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya. 

10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk 

diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. 

Mereka harus dibesarkkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, 

dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta 

dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan 

kepada sesama manusia.
59

 

Hak dan Kewajiban Anak : 

a. Hak Anak 

Dari ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak, ada 19 hak anak 

sebagai berikut : 

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
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kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi (Pasal 4). 

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan (Pasal 5). 

3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam 

bimbingan orangtua (Pasal 6). 

4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan 

diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). 

5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh 

kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut 

berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh 

orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan yang 

berlaku (Pasal 7 ayat 2). 

6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8). 

7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat 

dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1). 

8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh 

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan 

juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2). 
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9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 

mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan 

dan kepatutan (Pasal 10). 

10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 

bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi 

sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi 

pengembangan diri (Pasal 11). 

b. Kewajiban Anak 

Dalam Pasal 19 , menentukan setiap anak berkewajiban untuk : 

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru; 

2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 

3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara; 

4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 

5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
60

 

Keseluruhan hak-hak anak hanya dapat diwujudkan efektifitas 

pelaksanaannya kalau syarat-syarat berikut terpenuhi : 

a. Adanya tatanan ekonomi dan sosial yang mampu mendistribusikan 

kemakmuran ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat. 

b. Adanya iklim budaya (culture climate) yang memberikan suasana 

kemerdekaan dan kebebasan bagi perkembangan sang anak. 
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c. Adanya semangat kebersamaan yang mewujudkan dalam bentuk ikatan 

solidaritas sosial yang kuat di antara anggota-anggota masyarakat.
61

 

Di dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan 

bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan 

tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, 

tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari 

kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari 

masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak 

dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain 

hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia 

yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.
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